PROSES
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Perencana tata guna
lahan berwawasan
Lingkungan

Geologi dan Perencana
tata guna lahan



Perencanaan Tata
guna lahan

1. Survei awal : Data dasar, kajian pustaka
survei lapangan. Hasil : Perpaduan data
dasar kedalam pemetaan.

2. Penilaian kapabilitas lahan : Peruntukan
lahan (pertanian, perumahan, perkebunan
dll).

3. Rencana Lokasi : Peruntukan lahan yang

ada.

Sesuai pada tempatnya
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PERENCANA TATA GUNA
LAHAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN



PETA
ANTARA

PERUNTUKAN/
FUNGSI LAHAN
N,

: Swasta/
publik

Keseimbangan B
dan
Kesejahteraan




Proses
Perencanaan Tata
guna lahan

v

2 peruntukan pada proses
tata guna lahan (digunakan
sektor swasta, Digunakan
sektor publik)

Perencana harus
berwawasan lingkungan
agar tidak berdampak
besar

A

Penetapan Peruntukan pasti
akan merubah tatagubna
lahan dan berdampak pada
lingkungan
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Peruntukan lahan :
peruntukan lahan
tertentu berdasarkan
berbagai kajian, baik
fisik lahan, kondisi
sosial, ekonomi dan
ditetapkan melalui
proses politik dalam
suatu keputusan
pemerintah.

(Perencana,
pemanfaatan dan
pengendalian
ruang) 3 siklus
manajemen
penataan ruang

e
>

sumberdya alam dan i
sumberdaya batuan
bagi kegiatan
pembangunan sektor
yang membutuhkan
ruang.

pemanfaatan

Kualitas
lingkungan
hidup dan
manusia



Penetapan Perunttfkan untuk Penataan Ruang —_— Timbal balik diartikan sebagai cerminan tata guna lahan
memperhatikan beberapa aspek yang terus berkesinambungan

Ekonomi l

Guna lahan berkenaan dengan history (masa lalu dan
masa saat ini

Gambar 9.3 Hubungan timbal balik antara penentuan tataguna lahan dan pola tataguna lahan




LAMPIRAN

NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
BANDUNG

KABUPATEN'
TAHUN 2007 SAMPAI TAHUN 2027

PETA STRUKTUR RUANG KOTA

Aplikasi
pada

rencana
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PETA RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2027

PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG




Sumberdaya Geologi

Potensi yang dimiliki
oleh suatu materi atau

unsur tertentu dalam
kehidupan.

IImu bumi yang ada
di dalamnya.

GEOLOGI DAN
PERENCANA TATA GUNA

LAHAN

“Perencana dengan
Mempertimbangkan 2 potensi, potensi
sumberdaya geologi dan potensi
bencana Geologi”

n






PERENCANA BERBASIS MITIGAS] BENCANA GEOLOG]

Sumberdaya Geologi: Alur HUbungan
Air, Mineral, Energi, .
Lahan antara Geologi

dengan tata Guna

lahan
Perencanaan Tata

Ruang Wilayah &
Regulasi

Tata guna lahan
menghasilkan pada
sebuah rencana,
RTRW

Potensi Bencana
Geologi:

- Banjir, Longsor,

Gempa, Tsunami

Gambar 9.4 Diagram Alir Konsep Perencanaan Berbasis Mitigasi Bencana Geologi
I am Sorry 111!



-Sumber daya
PERUNTUKAN/ : geologi dan

FUNGSI LAHAN -potensi bencana

Rencana
kontijengsi,

Doc Rencana
tata ruang
(RTRW)

rencana khusus
kebencanaan
dll

Keseimbangan
dan

Kesejahteraan
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" Reaksi manusia terhadap bencana alam di lingkungan dimana manusia itu "% "0 BRI
-(: tinggal adalah: ':°:°:°:°: Sebuah Rencana z :
.. 1. Menghindar (Avoidance). —— perubahan tata N
:’n'; 2. Stabilisasi (Stabilization). % gunalahan menghasilkan ' |
3. Penetapan Persyaratan Keselamatan Struktur Bangunan (Provision for safety fle 6
e in structures). /0>
:. 4.  Pembatasan penggunaan lahan dan penempatan jumlah jiwa (Limitation of ofle® "6
P land-use and occupancy). o . . Reaksi Terhadap o .:
5. Membangun Sistem Peringatan Dini (Establishment of early warning system). - 1
:. Perencanaan di kawasan rawan bencana banjir encana ofle®ee
" Metoda untuk mengurangi potensi dampak fisik dan biaya pada bencana banjir, olfosele
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. 1. Rekayasa keteknikan: of|ele’e
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b.  Membangun sistem resapan air ; ’.’.'.:
. c.  Struktur bangunan yang anti banjir 0%e%e’¢
B d. Membangun Sistem Peringatan Dini DO
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2. Kebijakan tataguna lahan dan regulasi: Banjir . olelele
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perencanaan di kawasan rawan bencana gempabumi Perencanaan di kawasan rawan bencana longsor tanah

raktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tataguna lahan di IR ;(isulitan_perencanaan pada lahan yang rawan longsor disebabkan oleh dua
empa: aktor, yaitu:
1. Interval kejadian yang tidak pasti. 1. Longsoran seringkali terjadi dengan jenis yang sangat komplek sehingga
2' Penetapan lebar zona patahan. memerlukan pemetaan yang lebih rinci guna menentukan batas-batas yang
3' Bangunan yang sudah terlanjur ada. tegas yang akan dipakai dalam perencanaan dan pembuatan aturan.
toda untuk mengurangi potensi dam 5 3 2. Longsoran seringkali memiliki tingkat potensi perpindahan masa tanah/
C,;?t ot EURaE R pak fisik pada bahaya gempabumi, batuan yang berbeda beda. Penelitian yang lebih rinci perlu dilakukan

untuk meng-klasifikasi-kan tipe-tipe longsoran serta memperkirakan kapan

Rekayasa keteknikan: ;
. Y longsoran tersebut akan terjadi.

a. Menginventarisasi struktur bangunan yang ada.
b. Membuat peta zonasi kegempaan (mikrozonasi)
c. Membuat standar bangunan tahan gempa

Metoda untuk mengurangi potensi dampak fisik pada bahaya longsoran tanah,
yaitu:
1. Rekayasa keteknikan:

2. Kebijakan tataguna lahan dan regulasi: a. Membuat peta kestabilan wilayah dan peta kerentanan longsoran

a. Membuat peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang tanah.
didasarkan atas peta zonasi kegempaan. b. Membuat stabilisasi lahan, khususnya dikawasan yang berlereng
b. Peraturan yang berkaitan dengan struktur bangunan tahan gempa terjal.
(Building code) c. Membangun sistem drainase pada kawasan yang berpotensi longsor
c. Peraturan yang berkaitan dengan pembatasan pemanfaatan lahan, 2. Kebijakan tataguna lahan dan regulasi:
terutama di wilayah yang memiliki tingkat kegempaan tinggi. a. Membuat peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang
didasarkan atas peta kestabilan wailayah dan kerentanan longsoran
tanah.

b. Menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan di
kawasan rentan longsoran tanah.

Perencana Kawasan Gempabumi

Perencana Kawasan Longsor tanah



Perencanaan di kawasan rawan bencana letusan gunungapi
Pergncanaan tataguna lahan di kawasan rawan bencana gunungapi pada dasarnya
relatif lebih mudah mengingat aktivitas gunungapi biasanya dapat diketahy;j
melalui instrumen seismograf yang merekam setiap aktivitas gunungapi.
Melalui pemetaan gunungapi dapat diketahui pola sebaran batuan produk
gunungapi dan sejarah perkembangannya. Dengan demikian, kemudian dapat
dibuat pula peta kawasan rawan bencana gunungapi yang meliputi kawasan
yang rawan terhadap aliran lava, lontaran batuan pijar (piroklastik), aliran lahar
dan atau rawan awan panas. :
Metoda untuk mengurangi potensi dampak fisik pada bahaya letusan gunungapi
yaitu: ,
1.  Rekayasa keteknikan:

a. Membuat peta rawan bencana gunungapi.

b. Membangun Sistem Peringatan Dini

2. Kebijakan tataguna lahan dan regulasi:
Membuat peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang

didasarkan atas peta kerawanan bencana gunungapi.
b.  Menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan di

kawasan rentan letusan gunungapi.

Perencana Kawasan GunungApi

Perlu Diperhatikan !

“Perubahan Rencana
pada kawasan Bencana
akan mempengaruhi
Perubahan tata guna
lahan yang menjadikan
Rencana sebelumnya
bisa berubah untuk
Peruntukan lahannya”

Ex: Kaw. budidaya bisa
berubah menjadi
kaw.lindung



PETA RISIKO BENCANA TSUNAMI
DI KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT

Ex: Aplikasi
suatu rencana
kebencanaan

=

pada

Legenda
bu Kota
® Ibukota K abupaten/Kota
. Ibukota K ecamatan

+ Bandara
t  Pestunan
Jaringan Jalan
— J313N Arteri
- Jalan Kolektor
Jalan Lokal

Tidak Ada Rislko
Bencana

Indeks Rislko Bencana Tsunami
0

Batas Administrasi
Batas Provins!
——— Batas Kaoupaten
——— Batas Kecamatan
——— 5atas Desa

Perairan

Garis pantal
sungal

Gedung dan Bangunan
[777] eemukiman

Petunjuk Letak Peta
T

u
A
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1: 80.000 pada ukuran A1
1.cm @ peta sama dengan 0.6 km o lapangan

1D Peta: Peta_Risiko_Sencana_Tsunami
Dbuat Tanggal : 11 November 2013

Mstodologl dan Zonasi Risiko Bencana -
Badan Naslonal Penangguiangan Bencana (BNPB)

Disciaimer -
Peta Inf digun3kan sebagal 3cuan GIAM PENYUSLA3N rencana
penangguiangan bencana (RPS) tingkat Kaoupaten.
Penggambaran batas aAMINstrasl dan nama geogran,
tdak dapat digunakan sebagal referensi resmi mengenal batas

gan tidak
pengesanan resmi dar BNFS
Peta dapat diinat 02ngan [elas pICa UKUFaN Kenas A1,




PETA INUNDASI DAN SYARAT MINIMAL
JUMLAH LANTAI TES

- | KEC. PADANG BARAT, KOTA PADANG
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{ s il 5 oy PEMERINTAH KOTA PADANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030
Gambar 3.12
PETA ARAHAN
JALUR EVAKUASI BENCANA
KOTA PADANG TAHUN 2030
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MEMPENGARUHI KEBLIAKAN PENA TAAN RUANG

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010 — 2030

Pasal 5 Tujuan Penataan Ruang Wilavah Kota dirumuskan untuk mengatasi
permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki,
serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam
jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang Kota Padang ke depan adalah :

a. batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi,
geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk
pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan; dan

b. kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi

gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan
sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;




Upaya Penanggulangan

Bahaya Geologi e Teridentifikasi Bencana
Pengkajian Resiko Bencana

Pengkajian risiko bencana
merupakan sebuah pendekatan
v untuk memperlihatkan potensi
dampak negatif yang mungkin
el unaEn e timbul akibat suatu potensi bencana
yang melanda.

Peta Kebencanaan
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA v

Tingkat risiko bencana Tersebut

sewian R tergantung pada :
e i Upaya Pencegahan 1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tngkat kerentanan kawasan
v yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang

Siklus Kebencanaan terancam.

Sebelum

RENKON

Saat
Sesudah




SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA

Setelah Situasi tidak
terjadi bencana terjadi bencana

Sadar Akan bahaya dan secara otomatis berubah
kepada Tata Guna lahan yang digunakan untuk
Peruntukan

23
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